BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.9.12.3/Kep.45 -Dinsos/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN

DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sistem Layanan dan

Rujukan Terpadu dan Kesejahteraan Sosial perlu menata
ulang Pelaksana Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial dengan mencabut
Keputusan  Bupati Cirebon Nomor 460/Kep.162-
Dinsos/2023 tentang Penetapan Pelaksana Sekretariat
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat
Kasqahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan;




Undang-Undang Nomor 14 Tahyp 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kabunaten

tentang

; Dalar,
€ritg Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 sebagaima.na telah

diubah  dengan Undang-Undang dengan oo
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupatep, Purwakari,

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (B

Djawa Barat (lembaran Negara Republik
Tahun 1986 Nomor 31, Tambahap Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 285 1);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235],

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
ara Republik Indonesia Ta 014 Nomor 7,

Republik  Indonesia

s

=




0. Undang- Undang  Nomor 23

Tahun 20149
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai
beberapa kali, terakhir
Tahun 2023

tentang
publik Indonesig
Lembaran Negarg
mana telah diubah
dengan Untiang-Undang Nomor 6
tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-

F'emerintah

Undang Nomor 2 Tahun 20
Cipta Keja menjadi  Undang-
Republik Indonesia Tahun 20

22 tentang
Undang (Lembaran Negara
22 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 T

ahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalyi

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S544);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengel,

olaan Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 NomorSﬁT),




Menetapkan -

Diktum KESATU terdiri dari manager, front office, back office
supervisor dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) terdiri dari koordinator, f
office, back office dan fasilitator.




'\l' LIM/ p san BLI i mu he g 2
Pat g la] laku padd t HNuan
M \ K(‘ uty T an al e
5 EE n

Ditetapkan dj Sumber

pada tanggal
2 Februari 2024

BUPATI CIREBO) N,

Tembusan:
l. Yth. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik

Indonesia di Jakarta;

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;

Yth. Yang bersangkutan,




NOMOR
TANGGAL
TENTANG

LAMPIRAN I:  KEPUTUSAN BU

PATI CIREBON
400.9.12.3/ Kep. 45 —pj
S Fepinas 057 msos /2024

EEAD];ET;PAN PELAKSANA SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN
UJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN

SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN
SOSIAL
PENANGGULANGAN KEMISKINAN e

PELAKSANA SEKRETARIAT S
DAN PUSAT KESEJAHTERAA

STEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

N SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MANAJER
No UNSUR JABATAN
1. | Dinas Sosial Manajer 1
BadanPerencanaan, Penelitiandan :
2. Pembangunan Daerah Slonaie s
3. | Dinas Kesehatan Manajer 3
4. | DinasKomunikasidanInformatika Manajer 4
S. | Corporate Social Responsibility (CSR) Manajer 5
II. FRONT OFFICE
No UNSUR JABATAN
1. |5 (lima) orang unsur dari Dinas Front Office
L Sosial

Ill. BACK OFFICE




3
6

17

|9

SUPERVISOR

= \'SL?
T Hk[ r\ecama;a_n GegESIR

TKSK I'\{Ca_ma[an Duk

| TKSK Recamatan Mumge—
| TESK Kecamatan Sumper———

' TKSK Kecamatan Afjawinangun
||_ _—mc

——

'pu-r‘ta;.g -

1:1‘.»e‘n".sor

l-~=.:'pe'.-\*'. sor

amatan ‘matan Astanajapura Supervisor
a8 e
'TKSK Kecamatan E Babakan Supervisor

' 8_ TKSK Kecamatan Beber

TK&:R Kecamatan Ciledug
10 | ThSI\ Kecamatan Ciwaringin
TTKSK Kecamatan Depok

Supenvisor

Supervisor

Supervisor

-' ]__I Supervisor

' 12 | TKSK Kecamatan Gebang Supenisor -
|12 | TKSK Kecamatan Gempol Supervisor
14  TKSK Kecamatan Greged Supervisor N
15 | TKSK Kecamatan Gunungjad Supervisor ]
16 | TKSK Kecamatan Jamblang Supervisor

"'17 T TKSK Kecamatan Kaliwedi Supervisor

18 -‘I' TKSK Kecamatan Kapetakan Supenisor

il_g TKSK Kecamatan Karangsembung Supervisor

| 20 | TKSK Kecamatan Karangwareng Supervisor

|| 21 TKSK Kecamatan Kedawung Supervisor

| 12 TKSK Kecamatan Klangenan Supervisor

f_S | TKSK Kecamatan Lemahabang Supervisor |

24 | TKSK Kecamatan Losari

25 | TKSK Kecamatan Pabedilan

l’ 26 l TKSK Kecamatan Pabuaran

27 | TRSK Kecamutan Paliosn.
28 TKSK Kecamatan Pangenz
29 msxmm.____-;__ L
30 | TKSK Kecamatan '

31 TKSK _?"r“”.-.'“







f NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN g
u :
400.9.12 3 KeDPAT] CIREBON

2 FEBRUAR] 254~ ~in808/2024

PENETAPA
DAN RUJUNKEE Lfﬁiﬁg”" 31.’3_!{]3[-':TAR!A’I‘ SISTEM LAYANAN
SOSIAL UNTUK* ADU DAN PUSAT KI'ZSI'Z.IAII'N.;HAM\;

PERLINDUNGAN  g0ye
PENANGGULANGAN KEMISKINAN SOSIAL  pap

SANASISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
OSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

atall orangly ang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana,

mengatm:, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk
mencapai tujuan Sasaran tertenty,

A. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer

Manajer 1/ Manajer pelayanan

Melakukan pengintegrasian  berbagai  macam variabel
(karakteristik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya) ke
dalam satu tujuan organisasi yang sama dengan cara
melakukan mekanisme penyesuaian, termasuk didalamnya :

1%

a)
b)

c)

pengelolaan supervisor dan fasilitator;

menindaklanjuti berbagai keluhan: dan

melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional dan
Sekretariat Provinsi.

Manajer 2/Manajer perencanaan
Mengkoordinasikan perencanaan SLRT di daerah dan

mengkoordinasikan pelaksanaan
Daerah termasuk :

a

tugas Sekretariat Teknis

Pengelo



b anajer 4/Manajer data

Pﬂ]{nolbgl lan analis data berbasis Informasi I =1
Me I i 'I..
a) ]-.lflaa]-l dan merekomendasilkan: -
en v ’
- b) gelolaan Supervisor dan fasilitator;

pPembaruan data penduduk;

survei penambahan data penduduk;
data kebutuhan program; dan

c)
d)

Y | ¢l analisis hasil pengumpulan data.
i 5. i ;
Manajer 5 / ManajerCorporate Social Responsibility (CSR)
r .,-'f’;' &, Mengkoo.rc.hmr dunia Usaha dengan Corporate  Social
ReS.POHS!bfhty (CSR)  untuk  mensinergikan program
4 kerja dunia usaha dan Corporate Social Responsibility (CSR)

dengan program penanggulangan kemiskinan;

b. memfasilitasi program pembangunan daerah sebagai
bentuk dukungan program social perusahaan melalui
pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR);

¢. mengkoordinasikan potensi Corporate Social Responsibility
(CSR )lintas perusahaan dalam pembangunan daerah;

d. menjadi narahubung dalam koordinasi lintas sector bersama
pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat; dan

e. pengelolaan supervisor dan fasilitator.

I, Supervisor
Bertugas mengawasi dan membantu fasilitatordi tingkat masyarakat.
Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk melakukan:

menelaah /reviu pembaruan data penduduk;
reviu penambahan data penduduk;

reviu penambahan data kebutuhan program; dan
reviu pendataan keluhan,

SeRNE

III. Fasilitator | .
Bertugas melakukan penjangkauan dan pendampingan e
itor  bertanggun R

masyarakat. Secara khusus, fasilita

melakukan: _ ] iy

pencarian data




jv. Puskesos

1.

o) memberikan informa

menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;

3. ;nemberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial
an penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pemerintah
(Program  nasional), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten /Kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak
Non Pemerintah,

Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam basis
data SLRT:
a. apabila ada di dalam basis data, kemudian memeriksa dan
menganalisa serta meneruskan ke bagian back office sesuai
dengan jenis keluhan; dan
b. apabila tidak ada dalam basis data, bagian front office mencatat
profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah
layak atau tidak dimasukkan kedalam basis data (daftar
penerima layanan). i

VI. Back office







